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KATA PENGANTAR 

 

Puji syukurpenulispanjatkankehadirat Allah SWT karenaatasrahmat dan karunia-Nya 

makalah yang berjudul“Muzara’ah dan Musaqah”inidapatdiselesaikan dengan baik. 

Shalawatsertasalamsemogatercurahkepada Nabi Muhammad SAW, keluarga, para sahabat, 

dan seluruhumatnyahinggaakhir zaman. 

Makalah inidisusunsebagai salah satubentukpemahaman dan pengkajianterhadap dua 

bentukakadkerjasamadalamfikihmuamalah, yaitumuzara’ah dan musaqah, yang memilikinilai-

nilaipentingdalampengembanganekonomi syariah, khususnyadalamsektorpertanian. Dalam 

makalah ini dibahas secara rinci mulai dari pengertian, rukun dan syarat, hingga relevansi 

praktiknya di era modern. 

Penulis menyadari bahwa penyusunan makalah ini masih jauh dari sempurna. Oleh 

karena itu, saran dan kritik yang membangun sangat diharapkan demi perbaikan dan 

penyempurnaan di masa yang akan datang. 

Akhir kata, penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah 

membantu dalam penyusunan makalah ini. Semoga makalah ini dapat memberikan manfaat 

dan menambah wawasan bagi pembaca sekalian. 
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BAB I 

  PENDAHULUAN 

 

A. LATAR BELAKANG 

Islam sebagai agama yang universal dan menyeluruh telah mengatur berbagai aspek 

kehidupan manusia, termasuk dalam sektor ekonomi dan sosial. Dalam bidangpertanian dan 

perkebunan, Islam mengenal dua bentukkerjasama yang dikenal dengan istilahmuzara’ah 

dan musaqah. Keduasisteminisudahdikenalsejak zaman Rasulullah SAW dan para sahabat, 

sertatelahbanyakditerapkandalammasyarakatagraris Islam (Al-Zuhaili, 2003). 

Kerjasamadalambentukmuzara’ah dan musaqahmemberikanalternatif yang adil dan 

syariah-compliant bagimasyarakatpetani yang tidakmemilikilahanatau modal, 

namunmemilikitenaga dan keahliandalammengelolapertanian. Di sisi lain, para pemiliklahan 

juga memperoleh keuntungantanpaharusterlibatlangsungdalam proses produksi. Dengan 

sistemini, terciptahubungan yang salingmenguntungkanberdasarkanprinsiptolong-menolong 

(ta'awun) dan keadilan (‘adalah) yang menjadilandasanmuamalahdalam Islam (Al-Kasani, 

2000). 

Dalam konteks modern, sistemmuzara’ah dan musaqahmenjadi sangat 

relevankarenadapatdijadikan model kerjasamadalamsektoragribisnisberbasis syariah. Di 

tengahmeningkatnyakebutuhanakansistempertanian yang efisien dan adil, 

sertamaraknyapraktikbagihasil yang kadangmenyalahiprinsipkeadilan dan 

cenderungeksploitatif, makasistem syariah sepertimuzara’ah dan 

musaqahdapatmenjadisolusialternatif yang etis dan aplikatif. Selain itu, penerapanprinsip-

prinsipini juga dapatmembantumewujudkankedaulatanpanganberbasis syariah dan 

meningkatkankesejahteraanpetanikecil (Al-Nawawi, 2001). 

Namundemikian, masihbanyakmasyarakatmuslim yang 

belummemahamisecaramendalamkonsep dan aplikasimuzara’ah dan musaqah. 

Kurangnyapemahamaninimenyebabkanpraktik-praktikkerjasamaagraria di lapangansering 

kali tidaksesuai dengan prinsip syariah, dan 

membukapeluangterjadinyaketidakadilandalampembagianhasilpanen. Oleh karenaitu, 

pentingbagiumat Islam, khususnyapelakusektorpertanian, 

untukmemahamikonsepinisecarautuh agar dapatditerapkan dengan benar dan 

memberikanmanfaat yang optimal. 
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Melaluimakalahini, penulisberusahamengulaskembalikonsepmuzara’ah dan 

musaqahdalamperspektiffiqhmuamalah, 

sertamengeksplorasirelevansinyadalampraktikpertanian masa kini. 

Diharapkanmakalahinidapatmemberikankontribusidalampemahaman dan 

penerapansistemkerjasama syariah di bidangpertaniansecaralebihluas dan aplikatif. 

B. RUMUSAN MASALAH 

1. Apa PengertianMuzara'ah ? 

2. Apa PengertianMusaqah ? 

3. Apa Rukun dan SyaratMuzara'ah dan Musaqah? 

4. BagaimanaHukum Muzara'ah dan Musaqah? 

5. Bagaimana Praktik dan Relevansi di Era Modern? 

 

C. TUJUAN 

1. Untukmengetahui Apa PengertianMuzara'ah 

2. Untukmengetahui Apa PengertianMusaqah 

3. Untukmengetahui Apa Rukun dan SyaratMuzara'ah dan Musaqah 

4. UntukmengetahuiBagaimanaHukum Muzara'ah dan Musaqah 

5. Untuk mengetahui Bagaimana Praktik dan Relevansi di Era Modern 
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BAB II 

PEMBAHASAN 

 

A. PENGERTIAN MUZARA'AH 

Secaraetimologis, kata muzara’ahberasaldaribahasa Arab زرع (zara’a) yang berarti 

“menanam” atau “bertani”. Istilah muzara’ahmerujuk pada 

bentukkerjasamadalambidangpertanianantarapemiliklahan dan penggarap, di mana 

hasilpanendibagisesuai dengan kesepakatan di awalakad (Al-Zuhaili, 2003). Dalam 

konteksfiqihmuamalah, muzara’ahtermasukdalamkategoriakadkerjasama (syirkah) yang 

berbasis pada prinsipbagihasil (mudharabahdalamsektorpertanian). 

Menurut definisi para ulama, muzara’ah adalah: 

"Suatu bentuk akad antara pemilik tanah dan seorang petani (penggarap) dengan 

memberikan hak kepada penggarap untuk menanami tanah milik pemilik lahan dengan 

pembagian hasil tertentu yang disepakati dari hasil panen." (Al-Kasani, 2000). 

Imam Abu Hanifah, sebagaimana dikutip oleh Al-Kasani dalam Bada’i al-Sana’i, 

menjelaskan bahwa muzara’ah diperbolehkan dengan syarat terdapat manfaat yang jelas bagi 

kedua belah pihak dan tidak mengandung unsur gharar (ketidakpastian) atau riba. 

Sementara itu, mazhab Syafi’iyah dan Hanabilah memandang muzara’ah secara hati-

hati, dan hanya membolehkan dalam kondisi darurat atau ketika sistem musaqah juga 

diterapkan dalam pengelolaan kebun. Sedangkan mazhab Malikiyah justru cenderung lebih 

terbuka dalam membolehkan muzara’ah asalkan memenuhi rukun dan syarat yang telah 

ditetapkan (Al-Nawawi, 2001). 

Secara praktis, muzara’ah menjadi solusi ideal bagi para pemilik tanah yang tidak 

memiliki cukup waktu atau kemampuan untuk menggarap lahannya. Di sisi lain, petani yang 

tidak memiliki lahan dapat memanfaatkan kesempatan ini untuk mendapatkan penghasilan 

melalui keahliannya dalam bercocok tanam. Sistem ini menciptakan hubungan ekonomi yang 

adil dan saling menguntungkan tanpa ada pihak yang dirugikan, sejauh syarat-syaratnya 

dipenuhi. 

Dalam praktiknya, hasil panen dapat dibagi dalam bentuk 1/3, 1/2, atau 2/3, tergantung 

kesepakatan yang dibuat sejak awal akad. Pembagian ini tidak boleh ditentukan dalam bentuk 

nominal atau kuantitas tetap (misalnya: petani mendapat 1 ton padi), karena hal ini dapat 

mengandung unsur ketidakadilan jika hasil panen ternyata jauh lebih sedikit dari perkiraan. 
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Contoh  

Misalnya, seorang pemilik lahan sawah di daerah pedesaan bekerja sama dengan 

seorang petani dengan perjanjian bagi hasil 50:50 dari hasil panen padi. Pemilik lahan 

menyediakan tanah, sedangkan petani mengerjakan seluruh proses pertanian mulai dari 

pengolahan lahan hingga panen. Ketika panen tiba, hasilnya dibagi sesuai kesepakatan tanpa 

ada pihak yang dirugikan. Ini adalahcontoh ideal penerapansistemmuzara’ah. 

 

B. PENGERTIAN MUSAQAH 

Secaraetimologis, kata musaqahberasaldaribahasa Arab سِقاَيَة   –يسقى –سقى yang berarti 

“memberiminum” atau “mengairi”. Dalam istilahfiqih, 

musaqahadalahbentukkerjasamadalambidangpertanianantarapemilikkebun dan 

pengelola/penggarap, di mana penggarapbertugasmerawattanaman 

(khususnyapohonbuahataukebun) termasukmenyiram, memupuk, dan 

melindunginyahinggapanen. Sebagaiimbalannya, 

pengelolamendapatkanbagiandarihasilpanensesuaikesepakatan (Al-Zuhaili, 2003). 

Menurut para ulama, musaqahadalahakadkerjasamaantarapemilikpohonatautanaman 

dan penggarap, di mana penggarapmengelola dan merawattanaman yang telahada, dan 

hasilpanennyadibagisesuaikesepakatan. Tidak sepertimuzara’ah yang 

mengharuskanpenanamandariawal, musaqahditerapkan pada tanaman yang sudahtumbuh, 

sepertikebunkurma, zaitun, jeruk, ataukelapa (Al-Kasani, 2000). 

Pandangan Mazhab 

Para ulama berbeda pendapat mengenai kebolehan musaqah. 

 Mazhab Malikiyah dan Hanabilah membolehkan musaqah secara mutlak karena 

terdapat dalil dari praktik Nabi Muhammad SAW yang memberikan kebun-kebun di 

Madinah kepada kaum Yahudi untuk dikelola dengan sistem musaqah. 

 Mazhab Syafi’iyah membolehkan musaqah dengan syarat tertentu dan melihatnya 

sebagai bentuk kerja sama yang sah selama rukun dan syaratnya terpenuhi. 

 Mazhab Hanafiyah, berbeda, tidak membolehkan musaqah secara mutlak karena 

menganggapnya tidak memiliki dasar yang kuat dalam akad kerja sama menurut 

hukum mereka (Al-Nawawi, 2001). 

Salah satu dalil utama kebolehan musaqah adalah hadis dari Ibnu Umar: 
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"Bahwasanya Rasulullah SAW mempekerjakan penduduk Khaibar untuk mengelola kebun-

kebun kurma dan ladang mereka dengan imbalan separuh dari hasilnya." 

(HR. Bukhari dan Muslim) 

Rukun dan Syarat Musaqah 

Adapun rukun musaqah terdiri dari: 

1. Dua pihak yang berakad (pemilik dan pengelola) 

2. Objekakad (tanaman yang sudahada dan bisadipanen) 

3. Imbalan (bagianhasilpanen yang disepakati) 

4. Ijab dan qabul 

Syaratsahmusaqahantara lain: 

 Tanamanharussudahtumbuh dan menghasilkan 

 Pembagianhasilharusdalambentukpersentase, bukan nominal tetap 

 Tugas dan tanggungjawab masing-masing pihakharusjelas 

 Tidak bolehadaunsurgharar (ketidakjelasan) dan riba 

PerbedaanMusaqah dan Muzara’ah 

Kriteria Musaqah Muzara’ah 

Objek Tanaman yang sudahada (kebun) Tanah kosonguntukditanami 

Tugas Merawattanamanhinggapanen Menanam, merawat, dan memanen 

Hasil Buahatauhasilkebun Hasil tanamanmusiman 

Legalitasfiqih Mayoritas ulama membolehkan Beragampendapat 

 

C. RUKUN DAN SYARAT MUZARA'AH DAN MUSAQAH 

Dalam fikihmuamalah, setiapakadkerjasamasepertimuzara’ah dan musaqahmemilikirukun 

dan syarat yang wajibdipenuhi agar akadtersebutsahmenurutsyariat. 

Rukunadalahunsurpokokdalamakad, sedangkansyaratadalahketentuan yang harusada agar 

pelaksanaanakadmenjadisah dan tidakmengandungunsur yang diharamkansepertigharar 

(ketidakjelasan) atauriba. 

1. Rukun dan SyaratMuzara’ah 

RukunMuzara’ahmenurutjumhur ulama terdiridari: 

a. Pihak-pihak yang berakad (al-‘aqidain): Pemiliklahan (shahib al-ardh) dan 

petani/penggarap (al-‘amil). 

b. Objek akad (al-ma’qud ‘alayh): Tanah pertanian yang siap ditanami. 
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c. Amal (pekerjaan): Proses bercocok tanam, mulai dari pengolahan lahan, penanaman, 

hingga panen. 

d. Pembagianhasil: Kesepakatanpembagianhasilpanen, biasanya dengan persentase (%). 

e. Ijab dan qabul (sighatakad): Pernyataankesepakatankeduabelahpihak, 

baiklisanmaupuntertulis. 

SyaratMuzara’ah: 

a. Tanah yang dijadikanobjekharusdapatditanami dan jelasbatasnya. 

b. Hasil panendibagiberdasarkanpersentase, bukandalambentuk nominal tetap (misal: 1 

ton). 

c. Harus adakejelasandalampembagiankerja dan tanggungjawab. 

d. Jangkawaktuharusjelas. 

e. Benihbisadisediakan oleh pemiliktanahataupetani, tetapiharusdisepakatisejakawal. 

f. Tidak bolehadaunsurghararatauribadalamakad. 

Menurut Al-Zuhaili (2003), jika salah satudarisyaratinitidakdipenuhi, 

makaakadmuzara’ahmenjaditidaksahkarenamengandungketidakjelasan (gharar). 

2. Rukun dan SyaratMusaqah 

RukunMusaqah juga terdiridari: 

a. Dua pihak yang berakad: Pemilikpohon/kebun dan pengelola. 

b. Objekmusaqah: Tanaman yang sudahada dan berbuah (misalnyapohonkurma, kelapa, 

jeruk). 

c. Amal: Perawatankebunsepertimenyiram, memupuk, dan 

menjagatanamanhinggapanen. 

d. Hasil: Buahatauhasilkebun yang dibagisesuaikesepakatan. 

e. Sighatakad: Ijab dan qabuldarikeduabelahpihak. 

SyaratMusaqah: 

a. Tanaman sudah ada dan berpotensi menghasilkan buah. 

b. Pembagianhasilpanenharusberdasarkanpersentase, bukan nominal tertentu. 

c. Tugas dan hakkeduabelahpihakharusdijelaskan di awalakad. 

d. Musaqahtidaksahjikahasilpanenhanyadiberikankepadasatupihakataujikatanggungjawa

bhanyadibebankankepadasatupihaksecaramutlak. 

e. Harus dilakukan dengan salingridha dan kesepakatan yang adil. 

Menurut Al-Kasani (2000), 

musaqahhanyasahjikapemilikkebunmenyerahkankewajibanperawatantanamankepadapengelol

a, dan hasilnyadibagisesuaikesepakatan yang adiltanpamenzalimi salah satupihak. 
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Tabel Perbandingan Rukun dan Syarat 

Unsur Muzara’ah Musaqah 

Objek Tanah untukditanami Tanaman/kebun yang sudahada 

Pelaksanaankerj
a 

Penanaman, perawatan, dan panen Perawatan dan 
pemeliharaantanamanhinggapanen 

Pembagianhasil Persentasedarihasilpanen Persentase dari buah/kebun yang 
dipelihara 

Legalitas Disepakatijikamemenuhirukun&sya
rat 

Berdasarkanpraktik Rasulullah SAW 
di Khaibar 

Risikotidaksah Jika hasilditentukan nominal 
atauadaunsurgharar 

Jika 
hasiltidakdibagiadilatauakadtidakje
las 

 

D. HUKUM MUZARA'AH DAN MUSAQAH 

1. Hukum Muzara’ah 

Muzara’ah merupakan akad kerja sama antara pemilik lahan dan petani penggarap dengan 

kesepakatan hasil panen akan dibagi berdasarkan proporsi yang disetujui. Para ulama berbeda 

pendapat mengenai keabsahan dan hukum muzara’ah dalam Islam. 

a. Pandangan Ulama 

 Mazhab Hanafi dan sebagian Maliki: Menganggapmuzara’ahboleh dan sah 

dengan syarat-syarattertentu, sepertikejelasanpersentasehasil, tanah yang 

siapditanami, dan tidakadaketentuanhasildalam nominal tetap. Mereka 

mendasarkannya pada kepentinganmaslahatumum, 

terutamabagimasyarakatagraris. 

 MazhabSyafi’i dan Hanbali: Pada mulanyatidakmembolehkanmuzara’ah, 

karenatidakadadalileksplisitdari Nabi SAW yang membenarkannya, dan 

dikhawatirkanmenimbulkanunsurgharar (ketidakjelasan). Namunsebagian ulama 

belakangandarikeduamazhabinimelonggarkanhukumnyajikaterpenuhisyarat-syarat 

yang adil dan transparan. 

b. Dalil-Dalil yang Dijadikan Dasar 

 Dalil kebolehan: 

"Rasulullah SAW memberikantanahKhaibarkepada orang Yahudi dengan 

syaratmerekamenggarapnya dan mendapatbagiandarihasilnya." 

(HR. Bukhari No. 2329, Muslim No. 1551) 
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Hadis inimenjadidasarkuatataskebolehanakadkerjasamapertanian, 

walaupunlebihseringdikaitkan dengan musaqah, namun juga 

dijadikananalogiuntukmuzara’ah oleh para ulama yang membolehkannya. 

 Dalil kehati-hatian (ihtiyath): 

“Barang siapa yang menggaraptanah dengan perjanjianbagiantertentudarihasilnya, 

makajanganlahdiamelakukannya.” 

(HR. Muslim) 

Hadis inidijadikandasar oleh ulama yang tidakmembolehkanmuzara’ah, 

karenarawanterjadiketidakadilan. 

c. Kesimpulan Hukum 

Mayoritas ulama kontemporermemperbolehkanmuzara’ah dengan syarat: 

 Ada kejelasankerja dan hasil. 

 Tidak menzalimi salah satupihak. 

 Menghindariunsurspekulatif. 

Menurut Wahbah al-Zuhaili (2003), dalammasyarakat modern, 

muzara’ahbisamenjadisolusiekonomi yang baikjikadilakukansecaraadil dan profesional, 

karenamenguntungkankeduabelahpihak dan mendorongproduktivitaslahanpertanian. 

2. Hukum Musaqah 

Musaqahadalahkerjasamaantarapemilikkebun dan pengelola yang 

merawattanamanhinggamenghasilkanbuah. Hasil panenkemudiandibagisesuaikesepakatan. 

Musaqahdianggaplebihringandaripadamuzara’ahkarenaobjeknyaadalahtanaman yang 

sudahada. 

a. Pandangan Ulama 

Mayoritas ulama dariempatmazhab (Hanafi, Maliki, Syafi’i, Hanbali) 

sepakatmembolehkanmusaqah, bahkanterdapatdalillangsungdaripraktik Rasulullah SAW 

yang menjadikanmusaqahsebagaibentukkerjasama yang sahdalam Islam. 

b. Dalil Kebolehan 

"Rasulullah SAW memberikantanahKhaibarkepadapenduduknyauntukmerekagarap dan 

rawat, dan hasilnyadibagi dua antaramereka dan Rasulullah." 

(HR. Bukhari No. 2329, Muslim No. 1551) 

Hadis inimenunjukkanbahwa Nabi SAW pernahmelakukanakadmusaqah dengan 

pendudukYahudi di Khaibar. Dengan kata lain, bentukkerjasamainimashru’ 

(disyariatkan).\ 
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c. Kesimpulan Hukum 

Musaqahadalahakad yang diperbolehkansecarasyariat dan 

lebihkuatlegalitasnyadibandingmuzara’ahkarena: 

 Ada dalil eksplisit dari Nabi SAW. 

 Lebih minim risikokarenatidakmengandalkan proses tanamdariawal. 

Menurut Al-Kasani (2000), musaqahadalahakadkerjasama yang 

mendukungproduktivitaslahan, menguntungkankeduapihak, dan sesuai dengan 

prinsipkeadilansertakemaslahatanumum. 

 

E. PRAKTIK DAN RELEVANSI DI ERA MODERN 

1. Praktik Muzara’ah dan Musaqah di Masa Kini 

Meskipun kedua akad ini berasal dari masa klasik Islam, muzara’ah dan musaqah tetap 

relevan dalam praktik pertanian modern, khususnya di negara-negara mayoritas Muslim yang 

memiliki sektor agraris besar seperti Indonesia, Pakistan, dan Mesir. Banyak petani tidak 

memiliki lahan atau modal untuk memulai usaha tani, sehingga akad kerja sama menjadi 

alternatif yang rasional dan sesuai syariat. 

a. Muzara’ah modern biasanya terjadi ketika petani tidak memiliki lahan, sementara 

pemilik tanah tidak memiliki waktu atau tenaga untuk mengolahnya. Mereka 

membuat perjanjian kerja sama, di mana petani mengolah tanah, dan hasil panen 

dibagi sesuai proporsi yang disepakati, misalnya 60:40 atau 70:30. 

b. Musaqah modern terjadi terutama pada kebun-kebun besar seperti kebun kurma, 

kelapa, cokelat, atau teh, di mana pekerja (pengelola kebun) diberi tugas menyirami, 

merawat, dan memanen tanaman yang sudah tumbuh, lalu mendapatkan bagian dari 

hasil panen. 

Praktik ini juga mulai banyak terinstitusionalisasi melalui koperasi tani, perusahaan pertanian 

berbasis syariah, dan kontrak agribisnis yang berbasis akad Islam. 

2. Relevansi dalam Sistem Ekonomi Syariah 

Akad muzara’ah dan musaqah sangat sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam, seperti: 

a. Keadilan (al-‘adl): Keduapihakmendapatkanhaknyatanpapenindasan. 

b. Tolong-menolong (ta’awun): Pemiliklahan dan 

penggarapsalingmembantudalammenghasilkanmanfaat. 

c. Tidak riba dan gharar: Tidak adaunsur bunga atauketidakjelasanselamasyarat dan 

rukundipenuhi. 
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Dalam konteksekonomiberkelanjutan, keduaakadinimendorongpemanfaatanlahantidur, 

pemberdayaanpetanikecil, sertadistribusihasil yang adil. Oleh karenaitu, implementasinya 

sangat pentingdalammendukung: 

a. Ketahananpangannasional 

b. Pengurangankemiskinan di pedesaan 

c. Pemberdayaanekonomiumat 

3. Tantangan dan Solusi Implementasi 

Meskipunpotensial, implementasimuzara’ah dan 

musaqahmenghadapisejumlahtantangan, antara lain: 

a. Minimnyapemahamanmasyarakatterhadapakad-akad syariah 

b. Kurangnyaregulasi dan pengawasan yang mendukungakadini 

c. Ketidaksiapanlembagakeuangan dan koperasidalammerancangprodukpertanian 

syariah 

Solusi yang dapatdilakukan: 

a. Sosialisasi dan pelatihan kepada petani dan pemilik lahan tentang akad syariah. 

b. Dukungan regulasi pemerintah dalam bentuk legalisasi akad muzara’ah dan musaqah 

sebagai bentuk kerja sama agraria. 

c. Pelibatan lembaga zakat, BMT, dan koperasi syariah untuk mendanai proyek 

pertanian berbasis muzara’ah dan musaqah. 

4. ContohPenerapanNyata 

a. Program wakafproduktifpertanian yang mengadopsisistemmusaqah dengan 

mengelolakebunwakaf dan hasilnyadigunakanuntukkesejahteraanumat. 

b. Perusahaan pertanianberbasis syariah sepertikoperasitani di beberapadaerah di 

Indonesia mulaimenerapkanskemabagihasilmuzara’ahsebagaisolusiketenagakerjaan 

dan pemanfaatanlahan. 
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BAB III 

PENUTUP 

 

A. KESIMPLAN 

Muzara’ah dan musaqah merupakan dua bentuk akad kerja sama dalam bidang 

pertanian yang memiliki akar historis kuat dalam tradisi Islam. Keduanya bertujuan untuk 

memberdayakan tanah dan tanaman secara produktif melalui kerja sama antara pemilik lahan 

dan penggarap. Muzara’ah fokus pada kerja sama dalam pengolahan lahan untuk ditanami, 

sedangkan musaqah berkaitan dengan perawatan tanaman yang sudah ada hingga 

menghasilkan buah. 

Secara hukum, para ulama berbeda pendapat mengenai muzara’ah, namun mayoritas 

membolehkan dengan syarat-syarat yang jelas dan adil. Musaqah, sebaliknya, memperoleh 

legitimasi lebih kuat karena ada dalil yang eksplisit dari Rasulullah SAW mengenai 

kebolehannya. 

Di era modern, kedua akad ini tetap relevan, terutama dalam konteks ekonomi syariah 

dan pemberdayaan sektor pertanian. Muzara’ah dan musaqah memberikan solusi keuangan 

dan kerja sama yang adil bagi masyarakat agraris, mendorong pemanfaatan lahan tidur, serta 

mendukung ketahanan pangan dan pengentasan kemiskinan. 

Namun, implementasi keduanya memerlukan dukungan edukasi, regulasi, dan inovasi 

kelembagaan agar bisa diterapkan secara luas dan berkelanjutan. Dengan prinsip keadilan, 

tolong-menolong, dan transparansi, akad muzara’ah dan musaqah dapat menjadi bagian 

penting dari pembangunan ekonomi berbasis syariah yang manusiawi dan produktif. 

 

B. SARAN 

Penting untuk menyosialisasikan kembali sistem muzara'ah dan musaqah dalam 

pengembangan pertanian syariah, terutama bagi masyarakat pedesaan yang mayoritas bekerja 

di sektor agraria. 
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